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Pasal 113
(1)	 Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(2)	 Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan 
pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, hurufd, huruf f, dan/
atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3)	 Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan 
pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/
atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4)	 Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk 
pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
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Perbandingan hukum tata negara sebagai kajian keilmuan dalam 
bidang hukum tata negara. Dalam lingkungan dunia ilmu pengetahuan 
dipergunakan dua istilah, yaitu perbandingan hukum tata negara dan hukum 
tata negara perbandingan. Penggunaan dua istilah tersebut digunakan 
dalam berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Perbandingan hukum tata negara memperbandingkan hukum tata 
negara di berbagai negara dan berbagai sistem pemerintahannya untuk 
mengetahui persamaan dan perbedaan sistem hukum tata negara yang 
dianut dan diaplikasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 
negara masing-masing. 

Saat ini literatur mata kuliah perbandingan hukum tata negara 
masih jarang. Adapun perbandingan hukum tata negara merupakan salah 
satu mata kuliah yang dikaji oleh mahasiswa ilmu hukum tata negara, 
bahkan dipelajari oleh semua kalangan akademisi masyarakat umum 
yang ingin mendalami hukum tata negara dengan pendekatan komperatif 
antarnegara.

Buku Perbandingan Hukum Tata Negara ini hadir untuk memperkaya 
literatur yang telah ada, yang disusun dengan bahasa yang sederhana 
agar mudah dipahami oleh penggunanya. Uraian buku ini dimulai dengan 
kajian terminologis mengenai perbandingan hukum tata negara dan 
pengertian tata negara tersebut serta ruang lingkupnya. Pemahaman 
tentang perbandingan hukum tata negara dititikberatkan pada pendekatan 
yang digunakan oleh para ahli hukum tata negara dengan memerhatikan 

PENGANTAR PENULIS



Perbandingan Hukum Tata Negaraviii

hubungan antarilmu pengetahuan dalam bidang hukum serta faktor yang 
memengaruhi ketatanegaraan dan bentuk ketatanegaraan yang terdapat 
di berbagai negara di dunia. Kajian lainnya adalah mengenai struktur 
ketatanegaraan berdasarkan asas demokrasi dan diktatoriat, struktur 
ketatanegaraan menurut C.F. Strong, hakikat konstitusi, hakikat kekuasaan 
legislatif, eksekutif, dan yudikatif, struktur ketatanegaraan menurut Maurice 
Duverger, dan struktur ketatanegaraan di Indonesia.

Semoga buku ini bermanfaat untuk mengembangkan pemahaman 
ilmu hukum tata negara dan menjadi bagian dari pengayaan ilmu 
pengetahuan di bidang hukum.

					     Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si.
					     Ai Wati, S.Sy.,M.H.
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